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PENDAHULUAN

Pertumbuhan serta pemerataan merupakan dua hal yang cukup penting
dalam kerangka membentuk suatu Ketahanan Nasional (National Resilience)
di Indonesia. Tanpa ada pertumbuhan sebagai suatu proses pembangunan dan
pemerataan pendapatan sebagai upaya mensejahterakan penduduk secara adil
maka ketahanan nasional hanyalah suatu hal yang ideal.

Dalam hubungan inilah dalam membentuk suatu ketahanan nasional di
butuhkan adanya kondisi dinamis yang merupakan hasil integritas pertum-
buhan ekonomi serta pemerataan oleh pemerintah baik dalam perekonomian,
sosial, politik maupun budaya.

Bentuk dari ketahanan nasional berupa pencerminan dari kualitas manusia
Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia secara merata. Indikator langsung
untuk ukuran ketahanan nasional terdapat pada angka kematian bayi,
harapan hidup, pendapatan per kapita, tingkat baca huruf, tingkat konsumsi
protein, tingkat konsumsi karbohidrat, jumlah dokter per 1.000 jumlah pen-
duduk usia anak sekolah dan lain-lain.

Jadi pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari ketahanan nasional adalah
gambaran dari aktivitas penduduk dalam setahun dari berbagai sektor/
lapangan pekerjaan biasanya dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB)
dan dicatat secara kontinu. Dari Produk Domestik Bruto ini dapat dihitung
pendapatan per kapita sebagai hasil bagi antara Produk Domestik Bruto
dengan jumlah penduduk.
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Di lain pihak pemerataan adalah upaya dari pemerintah dalam proses pem-
bangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh
sehingga tercipta pembagian pendapatan yang merata dan sekaligus terkait
usaha perluasan kesempatan kerja, pemilikan dan penggunaan tanah,
perumahan, perluasan fasilitas dan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan
dan gizi, hukum dan ketertiban masyarakat, lingkungan hidup dan lain-lain.

Sampai seberapa besar pertumbuhan dan pemerataan yang sudah terlak-
sana sampai saat ini, terutama di daerah-daerah perlu ditelaah. Tanpa
mengetahui peluang-peluang kekurangan dalam pertumbuhan maupun peme-
rataan, sulit untuk dikatakan bahwa ketahanan nasional yang ada sekarang di
anggap baik.

Tulisan ini mencoba mengamati pertumbuhan dan pemerataan secara
umum antar daerah propinsi di Indonesia. Dengan demikian dapat diketahui
daerah-daerah mana yang sangat perlu diperhatikan maupun yang cukup di-
perhatikan. Di samping itu dengan adanya pertumbuhan yang merata dan
pemerataan pendapatan yang hampir seimbang antar daerah, maka dapat di-
katakan bahwa ketahanan nasional di setiap propinsi akan menjadi efektif
dan efisien.

PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

Pertumbuhan dan pemerataan di sekitar tahun 1970-an pernah menjadi
kondisi yang dipertentangkan. Bahkan di Indonesia pernah diterima faham
bahwa upaya pembangunan yang terlalu ditujukan pada pertumbuhan
(growth) akan menimbulkan kemerosotan dalam pemerataan. Akibatnya di
saat proses pembangunan ekonomi berjalan masalah keadilan menjadi ter-
lantar dan menimbulkan gejolak politik dan sosial. Ternyata pertentangan ini
hanyalah terjadi pada situasi dan kondisi tertentu.

Leipzeiger dan Lewis (1980) dalam studinya mengatakan bahwa kebijaksa-
naan pemerataan (redistributive policies) merupakan bagian yang ampuh guna
mencapai kesejahteraan sosial ekonomi pada negara yang termasuk dalam
kondisi ’middle income group’’ (PDB per kapita US$550 lebih), sedangkan
negara yang termasuk ’low income group’’ kesejahteraan dapat diperbaiki
lewat pertumbuhan (growth) bukan pemerataan (redistribution).

Malahan hasil studi Chenery (1980) menganjurkan agar bagi negara-
negara yang mempersiapkan diri untuk membentuk struktur ekonomi yang
mampu mendukung upaya pemerataan di awal gerakan menuju posisi *’mid-
dle income’’ tampak berhasil mencapai status yang menggembirakan di mana
pertumbuhan dan pemerataan berjalan bersama. Ditambahkannya akibat
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kebijaksanaan pemerataan tersebut terciptanya pertumbuhan yang cepat
sehingga membantu masuknya negara-negara berkembang pada tahapan lepas
landas.

Oleh sebab itu Hick (1979) memperingatkan kepada negara-negara yang
terlalu rajin mengejar pertumbuhan selanjutnya mengabaikan proses ke arah
pemerataan di saat memasuki tahapan pada ’middle income’’ ternyata
mengalami kesulitan di dalam meningkatkan pembangunan ekonominya.

Pertumbuhan Perekonomian

Berdasarkan rata-rata nasional pertumbuhan perekonomian Indonesia
cukup menggembirakan di mana sejak tahun 1976-1980 rata-rata di atas 6%.
Setelah tahun 1982 dengan kejayaan minyak berakhir dan timbulnya resesi
pertumbuhan mengalami penurunan yang diperkirakan sekitar 4-5% per ta-
hun.

Jika dilihat pertumbuhan ekonomi per daerah sejak tahun 1976-1980 tam-
pak perbedaan yang cukup berarti. Pada beberapa daerah yakni Aceh,
Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara, rata-
rata di atas 14%. Hanya daerah D.I. Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat
yang rendah, masing-masing pertumbuhan ekonominya sekitar 6,13% dan
7,13% (lihat Lampiran 1).

Indikator yang terpenting untuk melihat pertumbuhan adalah PDB per
kapita. PDB per kapita antar daerah menunjukkan perbedaan yang cukup
tinggi. Di tahun 1970 disparitas PDB per kapita antara daerah Nusa Tenggara
Barat dan daerah Kalimantan Timur adalah sembilan kali lipat (Hendra
Esmara, 1973).

Dalam masa 10 tahun yakni sampai tahun 1980 perbedaan PDB per kapita
ini tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pada tahun 1980 PDB per
kapita yang terendah tetap daerah Nusa Tenggara Barat yakni Rp 108.000,00
per kapita setahun. Sedangkan daerah Kalimantan Timur merupakan daerah
yang tertinggi PDB per kapita yakni sebesar Rp 846.000,00. Disparitas PDB
per kapita hanya menjadi, kurang lebih delapan setengah kali lipat.

Akibat disparitas ini jelas membawa kepincangan dalam persiapan lepas
landas mendatang. Untuk itu dibutuhkan perhatian yang serius terutama pada
daerah-daerah yang PDB per kapitanya di bawah US$300 per tahun. seperti
daerah Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Jawa
Tengah, dan beberapa daerah lainnya.
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Untuk daerah ini dibutuhkan investasi pembangunan yang dapat mening-
katkan pertumbuhan dengan cepat di samping pelaksanaan transmigrasi un-
tuk daerah-daerah yang daya dukung lahannya (carrying capacity) sudah
sangat terbatas.

Pemerataan

Pemerataan adalah salah satu dari upaya pembangunan yang oleh Todaro
(1977) dikatakan bahwa pembangunan merupakan pencapaian jaminan akan
masa depan yang baik (life sustenance), jaminan akan kebebasan (freedom)
dan peningkatan harga diri (self esteem).

Dalam usaha mencapai hal tersebut maka berbagai teori dikembangkan
terutama untuk pemerataan sebagai cara yang terpenting dalam pembangunan
antara lain:

a. Sistem ’’employment generation’’ yang mengutamakan pembukaan la-
pangan kerja baru terutama pada sektor informal baik bagi penduduk pe-
desaan maupun bagi penduduk kota. Oleh ILO ditekankan pada bantuan
modal untuk golongan ekonomi lemah yang tak mempunyai modal namun
cukup berpotensi.

b. Chenery (1980) lewat Bank Dunia menyarankan agar pemberian modal
pada golongan ekonomi lemah dengan cara mengubah kebijaksanaan pada
penanaman modal dalam proyek besar yang tersentralisasi pada investasi
secara langsung atau tidak langsung untuk masyarakat melalui pening-
katan kredit kecil, modal kerja, peningkatan pendidikan dan ketrampilan
maupun kesehatan sebagai prakondisi lepas landas pembangunan.

c. Anjuran dari James Grant, Mahbul ul Haq maupun Hick (Overseas
Development Council dan Bank Dunia) yang bertujuan bahwa dalam per-
tumbuhan dibutuhkan adanya suatu pendekatan pada pendidikan yang se-
rasi dengan keinginan pemBangunan, pelayanan sosial termasuk pelayanan
kesehatan, fasilitas dasar seperti pangan, air bersih/sehat, papan, sandang
serta partisipasi dalam pengambilan keputusan jika menyangkut dirinya
atau warga mereka (basic needs).

d. Bagi negara agraris seperti Indonesia maka John Mellor melihat unsur pe-
merataan adalah dari sudut pemilikan tanah. Dengan usaha ini produksi
pertanian dapat ditingkatkan sehingga terjadi peningkatan pendapatan. Di
samping itu perlu dikembangkan ketrampilan bagi petani, dibutuhkan per-
baikan teknologi produksi, Balai Informasi Pertanian dan lain-lain. Pe-
ningkatan ini jelas dikaitkan dengan peternakan, perikanan maupun perke-
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bunan. Selanjutnya secara integratif dikembangkan pula industri agri-
bisnis yang padat karya sebagai infrastruktur di masa datang.

e. Mengembangkan sumber-sumber manusia yang merupakan subjek
manusiawi baik kemampuan fisik maupun non-fisik. Pemecahannya ada-
lah redistribusi asset/kekayaan produksi seperti yang dilakukan oleh
negara Jepang, Singapura, Taiwan dan Korea. Selanjutnya diarahkan pada
industrialisasi, demikian konsep Irma Adelman dari hasil penelitiannya
pada keempat negara di atas. Sebab dengan industri pengerahan tenaga
kerja relatif banyak (industri tekstil) sekaligus pendapatan menjadi lebih
besar akibatnya pemerataan cepat terlaksana.

f. Albert Waterson dari ILO menyarankan perlunya integrasi pembangunan
di daerah pedesaan. Dikatakannya bahwa proses pembangunan dari atas
kebanyakan tidak berhasil dalam rangka meningkatkan pendapatan dan
partisipasi masyarakat kelompok miskin. Ditambahkannya bahwa fokus
pada bidang pertanian mengakibatkan kesenjangan antara petani miskin
menjadi petani gurem/buruh tani. Sedangkan petani yang banyak mem-
punyai tanah akan bertambah kaya. Karenanya ia berpendapat bahwa re-
volusi penghijauan justru mengakibatkan perluasan kesenjangan di sektor
tenaga kerja dan pendapatan petani. Untuk itu dibutuhkan bantuan sosial
bagi masyarakat pedesaan yang mana menyangkut masalah ’’kese-
jahteraan mental’’ yakni redistribusi tanah (landreform) dan padat karya
pada saat selepas panen dalam hubungannya peningkatan infrastruktur pe-
desaan seperti pembangunan jalan, perbaikan irigasi, industri rumah
tangga dengan bahan setempat, sehingga dengan cara tersebut dapat dibina
mental masyarakat dalam pengembangan wilayah sendiri secara bertang-
gung jawab. Pada akhirnya dapat diatasi kesenjangan antara kota dan
desa.

g. Membangun tata internasional ekonomi baru dalam kerangka
memecahkan kemiskinan di Dunia Ketiga. Tatanan tersebut belum men-
capai jalan keluar yang tegas, malah proteksi demi proteksi di tiap negara
bertambah. Walaupun sudah adanya kerjasama wiraswasta-wiraswasta ne-
gara maju dan negara berkembang namun kondisi tersebut belum berarti
apa-apa.

Ketujuh model di atas merupakan hasil pengamatan Weaver, namun dari
keseluruhan teori yang diambil dari sana-sini masih belum menyentuh
secara mendasar kepada permasalahan yang sebenarnya. Oleh Weaver (1978)
dikatakannya teori tersebut masih makro dan perlu dijabarkan dalam bentuk
pelaksanaan yang sungguh.

Di Indonesia masalah pemerataan sudah dilaksanakan sejak Pelita III dan
penonjolan masalah pemerataan merupakan perkembangan dari harapan
rakyat untuk tahapan pembangunan selanjutnya.
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Penjabaran pemerataan dalam bentuk delapan jalur pemerataan yang ber-
landaskan pada trilogi pembangunan di mana pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat,
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat
dan dinamis.

Dalam asas pemerataan pembangunan sesuali dengan pola Garis-garis
Besar Haluan Negara maka langkah dan kegiatan pemerataan mencakup: Per-
tama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya
pangan, sandang dan perumahan. Kedua, pemerataan kesempatan memper-
oleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ketiga, pemerataan pembangunan
pendapatan. Keempat, pemerataan kesempatan kerja. Kelima, pemerataan
kesempatan berusaha. Keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam
pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Ketujuh,
pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air; dan
Kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Namun sampai sejauh masa asas pemerataan telah berjalan maka bebe-
rapa bagian dari hasil pembangunan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.
Hal tersebut ditunjukkan dari perbandingan antar daerah propinsi di In-
donesia. Sedangkan kaitannya dengan ketahanan nasional dapat dilihat dari
uraian pada bab berikut ini.

KETAHANAN NASIONAL, PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
Ketahanan Nasional

Dalam GBHN (1983) ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemam-
puan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan
hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Dengan demikian ketahananna-
sional tidak sama dengan kekuatan militer tetapi berhubungan erat dengan
kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan
bangsa dan negara.

Dari lima aspek ketahanan nasional yakni ideologi nasional, stabilitas po-
litik, pembangunan ekonomi yang adil dan merata, sosial budaya serta perta-
hanan keamanan, maka Trilogi Pembangunan merupakan tumpuan yang
harus dilaksanakan.

Jelasnya ketahanan nasional adalah tingkat keuletan dan ketangguhan
bangsa dalam menghimpun dan mengerahkan keseluruhan kemampuan, me-
ngembangkan kekuatan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan
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yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan
dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dalam kelangsungan cita-citanya.

Dalam ketahanan nasional terkait bidang ekonomi yakni pertumbuhan
yang adil dan merata.

Ketahanan bidang ekonomi ini merupakan mata rantai yang paling lemah
dalam rangkaian ketahanan nasional di Indonesia (Lemhanas, 1982). Akibat
dari bidang ekonomi yang lemah akan tercermin pada kualitas manusianya.

Salah satu dari cara pengukuran kualitas manusia adalah dilihat dari pe-
ningkatan indeks kualitas hidup. Oleh Grant (1978) angka kualitas hidup yang
cukup baik apabila:

1. Angka kematian bayi di bawah umur 1 tahun adalah 50/1.000 kelahiran;
2. Angka harapan hidup (life expectancy) 70 tahun;

3. Kemampuan baca dan tulis bagi penduduk 10 tahun ke atas adalah 75%;
4. Angka Fertilitas Total 25 per 1.000 penduduk.

Dari 4 indikator di atas akan dibahas 3 indikator mencakup angka kema-
tian bayi, harapan hidup, dan kemampuan baca/tulis.

Angka kematian bayi bila dilihat per daerah (lihat Lampiran 1), ternyata
sangat berbeda dari daerah satu dengan daerah lain. Apabila disusun angka
kematian bayi dari yang tertinggl sampai yang terendah maka daerah Nusa
Tenggara Barat merupakan daerah yang tertinggi angka kematian bayinya
(187) dan DI Yogyakarta yang terendah (62).

Jika data angka kematian bayi dibagi atas tiga kelompok, yakni tinggi
(lebih besar dari 120), sedang (90-120) dan rendah (lebih kecil dari 90), maka
-ada 7 daerah yang termasuk kategori tinggi, yakni Nusa Tenggara Barat, Jawa
Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan
dan Sumatera Barat. Untuk kategori sedang ada 15 daerah propinsi dan sisa-
nya termasuk kategori rendah, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Bali dan
DI Yogyakarta. Untuk harapan hidup karena mengikuti pola angka kematian
bayi maka bertambah rendahnya kematian bayi akan mengakibatkan tinggi-
nya harapan hidup, demikian juga sebaliknya.

Untuk tingkat baca tulis secara nasional persentase cukup dinilai tinggi,
karena sampai tahun 1980 sudah mencapai kurang lebih 70%. Hanya pada
propinsi tertentu tingkat baca tulis yang dibawah 70% yakni Nusa Tenggara
Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan beberapa propinsi lain-
nya.
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Dengan tingkat indikator kualitas hidup per daerah bila dikaitkan dengan
rata-rata pertumbuhan PDB per kapita dapat dijabarkan pada Skema di
bawah ini.

Skema 1

RATA-RATA TINGKAT PERTUMBUHAN PDB PER KAPITA TAHUN 1976-1980 DAN
HUBUNGANNYA PDB PER KAPITA DAERAH PROPINSI SE-INDONESIA TAHUN 1980.

[ Tinggi Rendah
Daerah Maju Daerah Berpotensi Rendah
i - Kalimantan Jawa Timur
I - DKI Jakarta
N - Aceh P O
G - Sumatera Utara .
Tingkat G - Kalimantan Tengah
PDB Per I - ‘Sumatera Selatan)» $300
Kapita -
Tahun Daerah Berkembang Daerah Kurang Berkembang
1980 R - Bengkulu - Nusa Tenggara Barat
E - Bali 1 - Jawa Barat
N - Kalimantan Barat - - DI Yogyakarta
D - Kalimantan Selatan - Jawa Tengah
A - Sulawesi Utara - Sulawesi Tengah
H - Maluku

Sumber: Diolah dari Lampiran 1.

Dengan Skema 1, maka daerah maju (prosperous area) seperti Kaliman-
tan Timur, DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara dan lainnya, pertumbuhan
perlu dipertahankan pada posisi yang tinggi agar tidak merosot ke kanan men-
jadi daerah yang berpotensi rendah. Sedangkan untuk Jawa Timur perlu
upaya terpadu dalam pertumbuhan ekonomi agar dapat bergerak ke arah
posisi yang tinggi dengan meningkatkan rata-rata tingkat pertumbuhan.

Bagi daerah yang berkembang seperti Propinsi Bengkulu, Bali, Kalimantan
Barat dan lainnya, mengusahakan tingkat pertumbuhan yang tinggi sehingga
dalam jangka waktu tidak terlalu lama dapat pindah pada posisi daerah maju.

~ Untuk daerah-daerah yang kurang berkembang yang mencakup daerah
Propinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah,
Sulawesi Tengah dan Maluku perlu diupayakan pembangunan yang tinggi.
Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan investasi pembangunan yang lebih
besar atau usaha mengurangi tekanan penduduk terutama untuk daerah Jawa
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Barat, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Khusus untuk daerah yang kurang
berkembang terutama daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
dan Sulawesi Tengah harus diprioritaskan mengingat kualitas hidup penduduk
sangat rendah tercermin dari PDB per kapita yang rendah (kurang dari
Rp 175.000,00 setahun), angka kematian bayi yang tinggi dan harapan hidup
yang rendah.

Diharapkan dengan perhatian yang sungguh-sungguh terutama para
perencana daerah maupun Bappenas, keenam daerah yang dinilai kurang
berkembang dapat meningkatkan pertumbuhan maupun pendapatan per ka-
pita sechingga dapat menuju daerah yang berkembang.

Guna mengukur sampai seberapa jauh pemerataan dilaksanakan di tiap
propinsi dapat dilihat pada hasil perhitungan Gini Indeks untuk tahun 1979
oleh Syahruddin (Lampiran 1 kolom 3).

Pada tabel tersebut tercatat bahwa Gini Indeks di atas angka 0,3 ada 10
daerah propinsi yang mencakup Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Maluku, Nusa
"~ Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Teng-
gara, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta. Daerah ini menunjukkan ketim-
pangan dalam tingkat pendapatan. Keadaan ini perlu dibenahi dengan upaya
pemenuhan "’basic needs’’ bagi masyarakat bawah dan pelaksanaannya perlu
diamati dengan cermat sesuai dengan petunjuk delapan jalur pemerataan.

Dalam pelaksanaan pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pada da-
erah yang kurang berkembang dan daerah yang kepincangan tinggi, merupa-
kan hal yang penting untuk mempersiapkan penduduk yang mampu berparti-
sipasi aktif dalam ketahanan nasional. Sebab ketahanan nasional yang mapan
akan memacu kembali pertumbuhan maupun pemerataan dalam bidang eko-
nomi.

Dari sudut lain, penduduk yang sehat, harapan hidup yang tinggi, pen-
dapatan yang tinggi dan pendidikan yang tinggi akan berarti kualitas pen-
duduk menjadi tinggi, dan ini merupakan modal yang besar dalam .per-
tahanan.

Di samping itu kualitas penduduk yang tinggi merupakan landasan yang
kuat dalam perekonomian di masa damai sekaligus sebagai basis mobilitas
rakyat dalam pertahanan semesta di masa perang.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan pertumbuhan pada daerah/propinsi
yang kurang berkembang, maka keinginan untuk menekan serendah mungkin
angka kematian bayi, menaikkan harapan hidup serta meningkatkan pen-
dapatan, perlu dilaksanakan sungguh-sungguh baik oleh pemerintah daerah
maupun bimbingan dan pengawasan dari pusat.
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Untuk pemerataan, seyogyanya dilaksanakan pada daerah-daerah yang
angka Gini Indeksnya masih tinggi.

KESIMPULAN

Sesungguhnya pertumbuhan dan pemerataan merupakan hal yang cukup
penting dalam kaitannya dengan ketahanan nasional sebagai pencerminan
kualitas manusia Indonesia.

Pertumbuhan dan pemerataan merupakan hal yang saling menunjang bila
didasarkan pada kebijaksanaan pemerataan di saat kondisi negara mencapai
posisi ’middle income’’ (yang oleh Bank Dunia dinyatakan dengan penda-
patan per kapita sebesar US$550 atau lebih kurang Rp550.000,00 per kapita
per tahun).

Tampaknya disparitas pendapatan antar daerah yakni daerah Nusa Teng-
gara Barat dan Kalimantan Timur tidak terlalu jauh berbeda selama 10 tahun
terakhir sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1980 yakni tetap berkisar dari
9 menjadi 8,5 kali lipat. Kondisi ini tetap tidak berubah di mana Nusa Teng-
gara Barat tetap merupakan daerah yang paling rendah PDB per kapitanya
dan Kalimantan Timur merupakan daerah yang PDB per kapitanya tertinggi.

Dalam pemerataan, maka pengataman Weaver dari berbagai teori pen-
cegah kepincangan pendapatan belum menyentuh secara menyeluruh kepada
permasalahan maka delapan jalur pemerataan merupakan cakupan pelak-
sanaan yang terbaik dalam upaya menyejahterakan rakyat.

Ketahanan nasional merupakan hakikat dari kemampuan dan ketang-
guhan bangsa sebagai kondisi yang dinamis dan integratif atas aspek kehi-
dupan bangsa dan negara. Untuk itu dibutuhkan kualitas manusia Indonesia
yang tinggi, baik harapan hidupnya, pendapatan per kapita dan tingkat ke-
matian yang rendah. Namun dari berbagai daerah maka daerah Nusa Teng-
gara Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur
dan D.I. Yogyakarta merupakan daerah yang kurang berkembang baik
karena pendapatan yang rendah maupun daya dukung lahan yang melebihi
kapasitas.

Dari sudut pemerataan ada 10 daerah yang masih pincang, karenanya di-
butuhkan pembenahan yang terpadu terutama dalam hal ’’kebutuhan dasar”’
bagi periduduk yang berpendapatan rendah. Sehingga dengan meningkatnya
pertumbuhan sekaligus pemerataan diharapkan ketahanan nasional akan ber-
tambah mapan dan merupakan dasar yang akan memproses kembali pertum-
buhan dan pemerataan yang cepat.



Lampiran 1

PERBANDINGAN ANGKA KEMATIAN BAYI, PRODUK DOMESTIK BRUTO PER KAPITA,

GINI RATIO, HARAPAN HIDUP, KEPADATAN, PROSENTASE PENDUDUK 10 + YANG DAPAT BACA/
TULIS DAN RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR DAERAH PROPINSI DI INDONESIA 1980

Angka Produk Harapan Hidup Kepadatan Persentase Rata-rata
Kematian  Domestik Bruto Gini Penduduk Penduduk Pertumbuhan
No. Proplnsi Bayl Per Kapita Ratlo Per Km? 10 + Dapat Ekonomi
(1980) (ribuan) (1979) Laki-laki Perempuan (1980) Membaca dan 1976-1980
(1980) Menulis
m @ Q) (O] (5) (6) m ®) 9 (10)
2120 (tinggl)

1. Nusa Tenggara Barat 187 108 0,298 38,00 40,70 135 53,79 7,13

2. Jawa Barat 129 208 0,280 46,90 49,70 593 72,75 8,48

3. Sulawesi Tengah 128 168 0,341 47,10 50,00 18 81,29 9,97

4. Maluku 124 209 0,375 47,80 50,70 19 82,12 8,89

5.  Nuss Tenggara Timur 124 It 0,361 47,80 50,70 57 64,19 11,69

6. Kalimantan Selatan 121 218 0,261 48,30 51,30 55 74,01 14,00

7.  Sumatern Barat 121 180 0,243 48,30 51,30 68 81,06 8,98

90 - 120 (sedang)

8. Sumatera Selatan 118 333 0,284 52,80 56,00 45 80,13 11,04

9. Jambi 118 - 0,272 48,80 51,70 32 74,41 7.52
10. Kalimanian Barat 116 214 0,299 49,20 52,20 17 55,73 9,38
11, Sulawesi Tenggara 114 169 0,302 49,75 52,20 34 67,10 10,38
12. Rlau 113 232 0,338 49,90 53,00 23 75,93 7.1
13.  Sulawes| Selatan 108 195 0,340 50,90 54,00 83 59,91 10,00
14,  Irian Jaya 106 209 - 50,90 54,00 19 82,12 11,68
15.  Bengkulu 106 169 0,299 51,10 54,20 36 73,18 21,39
16.  Kalimanian Tengah 100 33 0,257 50,00 55,50 6 77,27 14,09
17.  Jawa Timur 99 187 0,308 52,30 55,50 609 61,50 8,12
18.  Kalimantan Timur 99 846 0,203 52,30 55,50 6 74,01 14,79
19. Lampung 97 188 0,299 52,80 56,00 139 76,28 7.87
20. Sulawesi Utara 94 257 0,372 53,20 56,00 i1 90,48 14,07
21. Jawa Tengah 96 150 0,290 52,80 56,00 742 65,27 8,19
22, D.L Aceh 91 691 0,263 54,20 57,50 47 72,51 31,42

<90 (rendah)

23.  Sumatera Utara 89 309 0,257 54,40 57,70 118 83,69 9,37
24. Bali 88 198 0,298 54,40 57,70 444 61,27 12,78
25.  DKI Jakarta 80 580 0,370 56,00 59,50 11.023 87,55 9,99
26. DI Yogyakarta 62 141 0,338 58,90 63,50 868 68,46 6,13
Catatan: Dihltung tanpa minyak buml untuk kolom (4). Sumber: Soemarsono (1983), untuk kolom (3).

BPS untuk kolom - (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10), dlolah.
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